
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 

9. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC untuk melakukan penegakan 

hukum, dimulai dari tahap yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Pejabat Bea 

dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut 

khususnya jasa kurir barang JNE, Kereta api , dan kantor Pos, serta barang 

diatasnya, tahap ini dimulai dari pemeriksaan barang monitoring wajib 

menganalisa, melakukan pengecekan barang yang akan dikirim, serta  

membuat laporan hasil pengecekan lapangan berikut gambar, dan 

menyerahkannya kepada Pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian dan 

BNN 

10. Hambatan Penyidik DJBC Bandung dalam menangkap pelaku 

penyelundupan disebabkan karena Lemahnya koordinasi dan kerja sama 

dengan instansi Jasa Pengiriman Paket khususnya jasa pengiriman paket 

dengan stempel forwarder, yaitu penyidikan pada sarana angkutan darat, 

seperti dalam kasus posisi ditangkapnya penyelundupan kain impor di 

purwakarta yang akan disebarkan ke daerah cijerah dan lainnya, 

Pemeriksaan sarana pengakutan darat penyidik pada mulanya 

memberhentikan sarana angkut darat dan mencocokkan dokumen 

 

 

 



B. Saran 

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung harus lebih selektif lagi dalam 

memeriksa barang-barang ekspor maupun impor yang terjadi di kota 

Bandung. Karena kegiatan ekspor dan impor di Bandung. khususnya dalam 

memeriksa JNE, Kereta api , dan kantor Pos, serta barang diatasnya, serta 

dibutuhkan peran petugas / staff kurir yang satu misi dengan penyidik dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman narkoba melalui jasa kurir. 

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung  agar lebih memperketat 

pengawasan, meningkatkan pemeriksaan custosm registrasi dokumen 

sesuai dengan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara 

konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Mengingat 

tindak pidana penyelundupan sangat merugikan Negara dari sektor 

penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera terhadap 

pelaku penyeludupan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain 

untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan. Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean A Bandung  yang lebih berkompeten dalam bidang penindakan 

lebih ditambah lagi agar upaya dalam penegakan hukum dan 

penanggulangan dalam tindak pidana penyelundupan dapat di selesaikan. 
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